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BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
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3.



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah,

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1752),

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781),
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Nomor 5):
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun 2020),
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca:
Laporan Arus Kas,
Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

A. Pendapatan Rp. 1.022.850.485.783,66
B. Belanja Rp. 1.006.101.406.004,00

Surplus Rp. 16.749.079.779,66
C. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 95.657.383.883,27
- Pengeluaran Rp. 1.800.000.000.00
Pembiayaan Netto Rp. 93.857.383.883,27

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp14.8083.665.523,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.037.659.151.307,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 1.022.850.485.783,66
Selisih kurang Rp. 14.308.665.523,34

a.
b.

d.
e.
f
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. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp125.439.729.186,27
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.131.541.135.190,27
b. Realisasi Rp. 1.006.101.406.004,00

Selisih kurang Rp. 125.439.729.186,27

. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah
Rp110.631.063.662,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp. (93.881.983.383,27)
b. Realisasi Rp. 16.749.079.779,66

Selisih lebih Rp. 110.631.063.662,93

. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp24.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.95.681.983.883,27
setelah perubahan

b. Realisasi Rp.95.657.383.883,27
Selisih kurang Rp. 24.600.000,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.1.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 1.800.000.000,00

setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 1.800.000.000,00

Selisih Rp. 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.24.600.000.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp.93.881.983.883,27
perubahan

b. Realisasi Rp.93.857.383.883,27
Selisih lebih Rp. 24.600.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember
Tahun 2020 sebagai berikut :

13.

4.

5.

6.

a. Jumlah aset Rp. 1.887.978.5483.390,08
b. Jumlah kewajiban Rp. 5.046.084.363,00
c. Jumlah ekuitas Rp. 1.882.932.464.027,08



Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun Rp. 83.996.451.251,38
2020

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 141.477.203.322,66
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (126.714.365.093,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 31.400.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (20.929.916,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 110.606.463.662,93

Tahun 2020

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan-LO Rp. 986.905.342.661,66
b. Jumlah Beban Rp. 936.108.867.717,77
c. Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 50.796.474.943,39
d. Beban Luar Biasa Rp. 474.762.800,00
e. Surplus/Defisit-LO Rp. 48.813.566.705,57

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 95.681.983.883,27
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Rp. 95.625.983.883,27

Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Rp. 110.606.463.662,93

Anggaran (SILPA/SIKPA)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 110.606.463.662,93

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 1.865.716.755.019,87
b. Surplus/Defisit LO Rp. 48.813.566.705,57
c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (31.597.857.698,36)
d. Ekuitas Akhir Rp. 1.882.932.464.027,08
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran,
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan,
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan,
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca,

Laporan Arus Kas,
Catatan Atas Laporan Keuangan,
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,

b.

d.

e.

f

h.

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih,
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir,
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
Daftar Rekapitulasi Realisasi
Pengurangan Aset Tetap Daerah,
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,

Penambahan dan

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan,
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
Daftar Dana Cadangan Daerah,
Daftar Kewajiban Jangka Pendek,

k.
l.



r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang,
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah:

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang terdiri dari :

a. Laporan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
b. Laporan Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 34A9vsws 2021

BUPATI PASAMAN,

gan AH
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BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 Aguscus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

Dn
MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT (.2/29./2021)



1.

BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun
rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan
memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca,
Laporan Arus Kas,
Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

a.
b.

d.
e.
£
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas



Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR...


